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ABSTRAKSI

SUATU TINJAUAN TENTANG PENGELDLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI
KECAMATAN BATANG KUIS DALAM KAITANNYA DENGAN HUKUM
ADMINISTRASI NEGARA MENURUT UU NO. 23 TAHUN 1997
( Study Kasus Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang )

OLEH:

N AM A SURIADI
NIM : 98 840 0110
BIDANG : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

lingkungan hidup Indonesia menurut konsep kewilayahan merupakan suatu
pengertian hukum. Dalam pengertian inl, lingkungan hidup Indonesia tidak lain
adalah kawasan Nusantara yang menempati posisi silang antara duva benua <an dua
samudera dengan ikiim tropis dan cuaca serta musim yang memberilean k&Adis|
aiamiah dan kedudukan peranan strategis yang ting! nilainya, tempat bangsa dan
rakyat Indonesia menyelenggarakan kehidupan bemegara dalam segald aspek
kehidupannya.

Jadi sumber daya merupakan baglan yang tidak dapat dipisahkan dari
kehidupan. Suatu ekosistem yaitu lingkungan tetap berlangsungnya hubungan timbal
balik antara makhluk hidup satu sama lalnnya. Oleh karena itu pendayagunaan
sumber daya pada hakekatnya adalah melakukan perubahan-perubahan di dalam
satu ekasistem yang pengaruhnya akan menjatar pada seduruh jaringan kehidupan. -

Adapun permasalahan yang dimaksud adalah sebagal berikut :
* Kendala-kendala apa saja yang dlhadap! oleh Pemerintah Kecamatan Ba:i..Q Kuls
Pemkab. Deli Serdang dalam pengelalaan iingkungan hidup °.

Setelah dilakukan penelitian maka diketahul bahwa

1. Kendala yang dihadapi oleh Pemenntah Kecamatan Batang Kuls Pemkab. Deli
Serdang dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah ketidakmampuan aparatur
pemerintah instansl tersebut daflam memberikan penyuluhan kepada masyasakat
tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup, dikarenakan sumber daya
manusla yang dimlilki tidak ada serta werbatasnya pendanaan dafi Xantor
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam memberikan anggaran operasional
bagi Kantor Camat Batang Kuis di bidang pengelalaan lingkungan hidup. .

2. Pada Kecamatan Batang Kuis perlhal perusakan lingkungan hidup belum terdapat,
tetapi dari aktlvitas masyarakat petaninya, maka apabila tidak dikoordinasi secara
balk akan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, balk itu disebabkan
diinggalkannya lahan karena penduduknya pindah ke kota untuk mencar:
pekerjaan maupun diksebabkan pemakaln pestisida dalam kegiatan pertanian.

3. Perihal rusaknya lingkungan hidup bukan hanya perihal tercemarmya udara, air
maupun rusaknya hutan, tetapi juga mefiputi pennasalahan kependudukan, yaitu
efek-efek dari aktivitas industrl maupun teknologl, sepertl urbanisasl, perilaku,
kriminalitas, sosial budaya dan laln sebagainya.
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BABI

PENDAHULUAN

Seiing dengan meningkatnya pembangunan, maka meningkat pula risiko
terhadap pencemaran dan pengrusskan lingkungan hidup, sehingga struktur dan
fungsi dasar ekosisteem yang menjaddi penunjang bagi kehidupan dapat rusak.
Pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup akan menjadi beban sosial yang
pada akhirnya mayarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya,

Semua orang sepakat bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah perbuatan
manusia di samping perbuatan alam itu sendiri. Dalam hal perbuatan manusia sudah
termasuk perbuaten oleh sebuah perusahaan balk swasta maupun pemenntah, yang
dajam kegiatan operasionalnya menggunakan berbagai jemis bahan kimia, zat
radioaktif dan tingkat kebisingan vyarng ditimbutkan oleh suatu aklivitas mesin atau
pabnknya cukup tinggi Ssehingge disadan atau tidak, ini akan membawa pengaruh
yang cukup besar terhadap lingkungan sekitamya sepeti pencemaran lingkungan
me'alui polusi udara, polusi air, serta kebisingan sehingga menimbuikan
kedidaknyamanan dalam kehidupan.

01 dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1957 tentang Pengeiolaan
Lingkungan Midup, perbuatan pencemaran terhadap lingkungan merupakan
perbuatan melanggar hukum dan melawan hukum sehingga dituntut tanggung jdwab
karena melakukan perbuatan pencemaran tersebut baik perorangan, perkelompok

atsupun sebuah badan hukum.
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Keberadaon Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 yang mengatur tentang
imcEimigan ndup mempunyal kaitan yong songat eral dengan fungs: dan peranan
pemermtab sebagar sualu lembaga yang memiliki wewenang  melalul instansinya
untuk mengontrol dan mencawas linagkanagan Bidug.

Penataan  ngkungan hedup  sebogal suolo kapgon adminmistras ncrfhm
melctokkon fimagsefiaxgps pemenialal anluk menngatue don nxengeloly ‘!iugkuut_;_un
Wiy Khaedrayo abhinn 2ol pelaksanoaty Detpawareut,  spehingin kedodnkeacs yoreg
tesmikian memberikan akibal bagt pemermtahan babwa kepentingan rokyal banyak
dkan fingkungan hidop yaneg bersih, teratur merupakan suatt cerminan tungsi-fungst
Dok administrast negata.

A, Pengertion dan Poncaasoan Judal

Skapzr i berjudul « Siexte Ticianan Pcagelolaaa Linghungan Nidup di
hecamatan Datanyg Muis Dalam Kaitannya Poagan Huham Administrasi Megarn
fenumi UU No.23 Tabun 1997 ( Studi Kases Kantor lecamatan UDatang I"qui:-.
Pemkab. Pell Serdary ).

Schagaimana ko ketaben Bahwao suatu karya ilnwah harus diberi judul,
karena fa dapal mengoambatkon apa yang menjadi intisan karangan atau karya
ilmiah dimaksud.

Unluk mengelabur pengertian judul sksipsi i leinh mendatam, di bawoh.;m

penulis 3kan mengurakon kaitannya dengan judul skeipsi ini, yoitu :
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